BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Pada bagian akhir skripsi ini penulis mengemukakan beberapa kesimpulan

yaitu:

1.

Pelaksanaan perkawinan adat di Nagari Kamang tidak hanya harus
memenuhi ketentuan hukum negara dan agama, tetapi juga wajib mengikuti
ketentuan adat salingka nagari, khususnya adanya persetujuan ninik mamak
sebagai pemimpin kaum sebelum perkawinan dilangsungkan dan
didaftarkan secara administrasi,apabila perkawinan tidak mendapatkan
persetujuan ninik mamak maka perkawinan tidak dapat di langsungkan.

Ninik mamak memiliki peran, kedudukan, dan kewenangan yang penting
dalam mengatur dan mengawasi perkawinan adat, mulai dari pemberian
persetujuan adat, pembinaan dan pengarahan terhadap anak kemenakan,
hingga penerapan sanksi adat terhadap pelanggaran ketentuan perkawinan
adat,apabila perkawinan tidak mendapatkan persetujuan ninik mamak maka
dikenakan sanksi berupa satu ekor kambing beserta asam garam dan bumbu

kambing lainnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan tersebut

penulis memberikan saran sebagai berikut:

1.

Diharapkan kepada ninik mamak agar dapat terus mempertahankan dan
meningkatkan perannya dalam membimbing serta mengawasi anak
kemenakan dalam pelaksanaan perkawinan adat di Nagari Kamang,

sehingga nilai-nilai adat tetap terjaga dan dipatuhi oleh generasi muda.
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2. Diharapkan kepada pemerintah nagari agar dapat terus menjalin kerja sama
dan koordinasi dengan ninik mamak dalam proses administrasi perkawinan,
sehingga pelaksanaan perkawinan dapat berjalan tertib, selaras dengan

ketentuan adat, agama, dan hukum yang berlaku.
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